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ABSTRAK 
 
CITRA EXORIA UTAMI. Peran Humas Pemerintah Kota Bekasi 
Dalam Menghadapi Fenomena Bully Bekasi Di Media Sosial (dibimbing oleh 
Abdul Gafar dan Sudirman Karnay). 
Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) untuk mengidentifikasi peran 
humas pemerintah Kota Bekasi dalam menghadapi fenomena bully Bekasi di 
media sosial; (2) untuk mengetahui pengaruh humas pemerintah Kota Bekasi 
dalam menghadapi fenomena bully Bekasi di media sosial. 
Penelitian ini diadakan di kantor Pemerintahan Kota Bekasi pada 
bagian Humas. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. 
Data primer diperoleh melalui hasil wawancara mendalam dengan pejabat 
Humas Pemerintah Kota Bekasi dan Walikota Bekasi, data sekunder 
diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data yang 
berhasil dikumpulkan selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan 
dianalisis secara kualitatif deskriptif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dari Humas Pemerintah 
Kota Bekasi dalam menghadapi bully Bekasi telah berjalan cukup baik sesuai 
dengan peran dan fungsinya di kepemerintahan. Walaupun peran tersebut 
telah berjalan dengan cukup baik tetapi peran humas Pemerintah Kota Bekasi 
belum berpengaruh besar pada saat menghadapi bully Bekasi, hal tersebut 
dikarenakan masih kurang maksimalnya kegiatan humas dalam publikasi dan 
kurang adanya hubungan baik antara humas dengan pers dan media sehingga 
image negatif masih menempel pada Kota Bekasi. Humas Pemerintah Kota 
Bekasi kedepannya mesti lebih baik lagi, terutama dalam meningkatkan 
kinerja profesionalisme humas sebagai salah satu elemen yang menentukan 
kelangsungan suatu organisasi secara positif dalam upaya menciptakan citra 
positif Kota Bekasi dimata publik. 
 
 
 
 
 
	  
	  
ABSTRACT 
 
Citra Exoria Utami, The Role Of Public Relation Bekasi Government In 
Facing Phenomena Of Bullying By Social Media. Guidance by Abdul Gafar 
as Supervisor I and Sudirman Karnay as Supervisor II. 
The aims of this research are (1) identifying the role of public relations 
Bekasi government in facing phenomena of bullying by social media. (2) 
knowing the effects of public relation Bekasi government in facing the 
phenomena of bullying by social media  
This research held in Public Relations Division of Bekasi government 
office and the method is descriptive qualitative. Primer data were obtained by 
using depth interview with the officials of public relation government and the 
mayor of Bekasi. Secondary data were obtained through observation, 
documentation, and literature study. The whole data are explaining by 
narration and being analyzed by descriptive qualitative method. 
Results of research indicate that the roles of public relation Bekasi 
Government in facing bullying has been running quite well in accordance 
with the role and function in governance. Although the role has been running 
quite well but the role of public relations in Bekasi City Government has not 
been a big influence at the time of facing the bully. The reason is there is less 
of public relation activities in publication and also the lack of good 
relationship between public relation with the press and media so that the 
negative image is still attached to the  Bekasi City. Bekasi City government 
public relations in the future should be better, especially in improving the 
performance of public relations professionalism as one of the elements that 
determine the viability of an organization positively in an effort to create a 
positive image in the eyes of the public Bekasi City. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Hubungan masyarakat atau yang lebih dikenal dengan sebutan humas 
muncul sejak adanya manusia di Bumi. Aktivitas humas selalu hadir dalam 
kehidupan manusia dalam setiap kegiatannya. Umur humas berbanding lurus 
dengan peradaban, dan semua aktivitas humas adalah bagian dari upaya untuk 
memersuasi sebagai terapan dari hasil elemen teoretis dan praktis.  
Hubungan Masyarakat merupakan profesi yang sangat strategis. 
Perannya sangat dibutuhkan oleh hampir setiap organisasi dan lembaga baik 
swasta maupun pemerintah. Secara garis besar humas memiliki peran untuk 
menciptakan, membina, dan memelihara sikap budi yang menyenangkan bagi 
sebuah organisasi, lembaga, maupun perusahaan. Kecakapan komunikator 
humas menjadi salah satu dasar pengaruh dalam mempengaruhi publik. 
Pada ruang lingkup pemerintahan humas memegang peranan yang 
sangat penting. Humas berfungsi sebagai komunikator dalam menjembatani 
dan membangun suasana yang kondusif untuk menciptakan saling pengertian 
(mutual understanding), antarberbagai stakeholders organisasi, baik internal 
maupun eksternal dalam rangka membangun image atau citra dari organisasi 
pemerintah itu sendiri. 
Definisi bullying merupakan sebuah kata serapan dari bahasa Inggris. 
Istilah Bullying belum banyak dikenal masyarakat, terlebih karena belum ada 
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padanan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia (Susanti, 2006). 
Bullying berasal dari kata bully yang artinya penggertak, orang yang 
mengganggu orang yang lemah. 
Beberapa istilah dalam bahasa Indonesia yang seringkali dipakai 
masyarakat untuk menggambarkan fenomena bullying di antaranya adalah 
penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau 
intimidasi (Susanti, 2006). 
Suatu hal yang alamiah bila memandang bullying sebagai suatu 
kejahatan, dikarenakan oleh unsur-unsur yang ada di dalam bullying itu 
sendiri. Rigby (2003:51) menguraikan unsur-unsur yang terkandung dalam 
pengertian bullying yakni antara lain keinginan untuk menyakiti, tindakan 
negatif, ketidakseimbangan kekuatan, pengulangan atau repetisi, bukan 
sekedar penggunaan kekuatan, kesenangan yang dirasakan oleh pelaku dan 
rasa tertekan di pihak korban. 
Bully yang memiliki makna sebagai penyalahgunaan kekuasaan tindak 
penindasan dimana satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti, 
mengontrol dan mengintimidasi orang lain, atau yang biasa disebut dengan 
olok-olok atau celaan. Fenomena bully saat ini memang sedang marak, bukan 
hal yang aneh tentunya saat ini, jika kemudian sebuah kota menjadi bahan 
olok-olok di media sosial seperti Instagram, Path, Twitter, dan Facebook. 
Faktanya Presiden yang notabennya adalah orang nomor satu di republik, 
tidak lepas dari bahan olok-olok, apalagi daerah semacam Bekasi yang 
disadari atau tidak memang banyak memiliki celah. 
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Fenomena bully Bekasi ialah aksi “mengintimidasi atau membully” 
secara serentak yang dilakukan oleh para pengguna media sosial yang dimulai 
sejak awal bulan Oktober 2014. Bully dalam fenomena ini menggunakan 
gambar atau foto-foto dan video yang berisikan unsur mengintimidasi atau 
memojokan Kota Bekasi yang didalamnya bersifat “negatif maupun positif “ 
dengan menggunakan media internet yaitu media sosial. 
Melihat dari sejarah kota Bekasi, maka tidak bisa lepas dari heroisme 
rakyat Bekasi. Sehingga kemudian Bekasi dijuluki Kota Patriot. Sebabnya, 
dari masa ke masa, terutama pada masa penyerangan tentara Mataram 
terhadap VOC di Batavia pada 1628-1629 sampai perang kemerdekaan 1945-
1949, wilayah Bekasi merupakan front terdepan bagi para patriot pejuang 
Indonesia untuk menghalau Belanda yang berada di Jakarta. 
Patriotisme dan perjuangan yang dilakukan para pejuang, termasuk 
Pahlawan Nasional KH Noer Alie, mengilhami banyak orang untuk berkarya. 
Seperti Chairil Anwar melalui sajak monumental “Karawang-Bekasi,” 
wartawan Darmawijaya dalam puisi “Kami Membangun, Pembakaran 
Bekasi,” pencita lagu dan aranser Ismail Marzuki melalui lagu “Melati di 
Tapal Batas,” budayawan Pramoedya Ananta Toer dalam roman sejarah Di 
Tepi Kali Bekasi. 
Bahkan pada masa pergolakan republik, Bekasi memiliki andil yang 
cukup signifikan. Pada tanggal 17 Januari 1950, Bekasi dengan tegas 
menolak Republik Indonesia Serikat (RIS) dan menghendaki bergabung ke 
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Saat itu, para tokoh 
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masyarakat seperti KH Noer Alie, R Supardi, M Hasibuan, Namin, 
Aminudin, Marzuki Urmaini, Marzuki Hidayat, Hasan Sjahroni, Lukas 
Kustaryo, membentuk Panitia Amanat Rakyat Bekasi. Mereka menghimpun 
sekitar 40 ribu orang warga Kewedanaan Bekasi dan Kewedanaan Cikarang 
di Alun-alun Bekasi. Dalam apel akbar tersebut mereka berikrar keluar dari 
Distrik Federal Jakarta dan menolak Negara Pasundan, untuk selanjutnya 
bergabung kedalam NKRI. 
Bekasi saat ini memang jauh berbeda dengan masa lampau, tidak 
dipungkiri bully-an di media sosial muncul sebagai opini publik yang cukup 
banyak untuk merepresentasikan kondisi Kota Bekasi saat ini. Bully-an 
tersebut memang tidak serta merta muncul tanpa sebab. Akan tetapi publik 
juga harus objektif dalam menilai Kota Bekasi. Dipungkiri atau tidak, Bekasi 
sampai saat ini masih memiliki andil besar terhadap Indonesia. Salah satunya 
dapat dilihat yaitu Kota Bekasi saat ini berdiri sebagai kawasan industri 
terbesar di Asia. Keberadaan kawasan itu tentu sangat penting bagi 
perekonomian bangsa. 
Kendati semua bully saat ini sudah mulai mereda tetapi efek dari bully 
Bekasi di media sosial masih terasa dengan adanya opini publik mengenai 
citra negatif yang menempel pada Kota Bekasi. Citra dari kota Bekasi yang 
terlanjur memburuk harus segera diperbaiki dan dikembalikan seperti 
sebelumnya, agar tidak menjadi masalah yang lebih besar dikemudian hari. 
Atas dasar tersebut sesuai dengan tujuan utama dari humas yaitu 
mementingkan kepentingan publik yang berkaitan dengan perubahan opini 
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peran humas pemerintah Kota Bekasi disini sangat dibutuhkan dalam rangka 
mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan opini, persepsi, dan 
tanggapan masyarakat dalam merencanakan, mengkomunikasikan, 
menanggulangi, merespon,  dan mengevaluasi untuk memperbaiki citra 
positif dari Kota Bekasi. Humas melakukan perannya dalam hal sampel, 
panel, content analysis, interview, impressionistic dan observation sehingga 
dikedepannya terjadi perubahan opini publik yang menjadikan hilangnya 
bully-an untuk kota Bekasi terutama di media sosial. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 
bagaimana peran humas kota Bekasi terutama dalam menghadapi fenomena 
bully Bekasi di Media Sosial. Agar penelitian ini tidak bias, maka penulis 
menetapkan judul penelitian sebagai berikut: 
“PERAN HUMAS PEMERINTAH KOTA BEKASI DALAM 
MENGHADAPI FENOMENA BULLY BEKASI DI MEDIA SOSIAL” 
 
A. Rumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian dalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana peran humas pemerintah Kota Bekasi dalam menghadapi 
fenomena bully Bekasi di media sosial? 
2. Bagaimana pengaruh humas pemerintah Kota Bekasi dalam menghadapi 
fenomena bully Bekasi di media sosial? 
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B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan dari penelitian ini antara lain: 
a. Untuk mengidentifikasi peran humas pemerintah Kota Bekasi dalam 
menghadapi fenomena bully Bekasi di media sosial 
b. Untuk mengetahui pengaruh humas pemerintah Kota Bekasi dalam 
menghadapi fenomena bully Bekasi di media sosial 
 
2. Manfaat dari penelitian ini antara lain: 
a. Kegunaan Teoretis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmiah dan 
bahan referensi bagi mahasiswa dalam pengembangan Ilmu 
Komunikasi, khususnya dalam kajian komunikasi dan peran 
hubungan masyarakat. 
 
b. Kegunaan Praktis 
Data yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi penting dalam bidang Hubungan Masyarakat 
khususnya dapat menjadi masukan bagi para humas pemerintah 
terutama humas pemerintah Kota Bekasi. 
 
C. Kerangka Konsep 
Bagian kehumasan pada setiap instansi pemerintah merupakan suatu 
keharusan fungsional dalam rangka penyebaran tentang kegiatan atau 
aktivitas baik dalam maupun luar pada instansi tersebut kepada masyarakat 
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atau khalayak. Pada perannya humas memiliki ruang lingkup yang dibagi 
menjadi dua yaitu humas internal dan humas ekternal. Humas internal 
memiliki peranan untuk menciptakan dan menguatkan  citra serta 
memperoleh dukungan dari publik internal. Humas eksternal berperan untuk 
menciptakan dan menguatkan citra serta memperoleh dukungan dari publik 
eksternal, yang membedakan ruang lingkup antara humas internal dan humas 
eksternal hanyalah pada publik sasarannya. 
Eksternal public relation berperan dalam mengadakan komunikasi 
efektif yang bersifat informatif dan persuasif yang ditunjukan kepada publik 
diluar instansi, dimana hal tersebut dapat dilakukan dengan cara 
melaksanakan perannya dengan baik secara maksimal. Disusun dan 
direncanakan dengan baik agar hasil yang diperoleh dapat disesuaikan dengan 
apa yang diinginkan oleh instansi. Berikut adalah tugas-tugas yang harus 
dilaksanakan oleh eksternal publik agar memperoleh dukungan pengertian 
serta kepercayaan dari publik luar: 
1. Menilai Opini Publik  
Humas eksternal memiliki tugas dasar yaitu menilai opini publik yang 
sedang berkembang di masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar dapat 
diketahui akar permasalahan terciptanya opini tersebut. 
2. Memberi Advise dan Counsel 
Hal yang dimaksud berhubungan mengenai segala sesuatu yang berkaitan 
dengan perbaikan-perbaikan dan kegiatan yang ada dan bertujuan untuk 
kepentingan publik. 
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3. Memberi Penerangan yang Objektif 
Tujuan dari memberikan penerangan yang objektif yaitu agar publik tetap 
informed tentang segala aktivitas, kegiatan dan perkembangan instansi itu.  
Penerangan tersebut dapat dilaksanakan dengan berbagai komunikasi, 
diantaranya; Personal contact, press release, press relations, press 
conferens, publicity, televisi, radio, film, media sosial. 
Inti dari peran humas eksternal tersebut memiliki tujuan yang sama 
dan saling berkaitan dengan bagian humas lainnya, sehingga akan tercipta 
hubungan yang harmonis antara semua komponen yang menjadikannya 
sebagai perantara atau komunikator dalam berbagai masalah tersebut. Hal 
tersebut pula yang dapat menjadi dasar diperlukannya peran humas 
pemerintah Kota Bekasi terutama pada bagian eksternal dalam mengambil 
sikap dan peran dalam pemecahan masalah yaitu fenomena aksi bully Bekasi 
di media sosial yang memiliki komponen Kota Bekasi beserta jajaran 
kepemerintahannya, warga Bekasi dan publik nasional di Media sosial. 
Warga Bekasi yang dimaksud dalam penelitian adalah orang asli 
Bekasi yang merasakan dan melihat fenomena bully tersebut, baik warganya 
yang tinggal di dalam maupun di luar Kota Bekasi. Tidak dipungkiri banyak 
dari warga kota Bekasi menganggap bully-an tersebut hanya sebuah lelucon 
belaka. Namun tak sedikit pula warga yang merasa kesal karena ulah tersebut. 
Kedudukan warga Kota Bekasi yaitu sebagai korban namun disisi lain warga 
Kota Bekasi dapat menjadi faktor pendukung yang membantu tugas humas 
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dalam menghadapi aksi bully Bekasi sehingga dapat tercipta opini publik atau 
citra yang favorable. 
Menurut Barbara Coloroso (2006:47-50) jenis-jenis bullying terbagi 
kedalam empat jenis, yaitu sebagai berikut:  
1. Bullying  verbal; perilaku ini dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, 
kritikan kejam, penghinaan, pernyataan-pernyataan yang bernuansa ajakan 
seksual atau pelecehan seksual, teror, surat-surat yang mengintimidasi, 
tuduhan-tuduhan yang tidak benar kasak-kusuk yang keji dan keliru, gosip 
dan sebagainya 
2. Bullying fisik; yang termasuk dalam jenis ini ialah memukuli, menendang, 
menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak serta 
menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. Kendati 
bullying jenis ini adalah yang paling tampak dan mudah untuk 
diidentifikasi, namun kejadian bullying secara fisik tidak sebanyak 
bullying dalam bentuk lain.  
3. Bullying relasional; adalah pelemahan harga diri korban secara sistematis 
melalui pengabaian, pengucilan atau penghindaran. Perilaku ini dapat 
mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, 
lirikan mata, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek dan bahasa tubuh yang 
mengejek. Bullying dalam bentuk ini cenderung perilaku bullying yang 
paling sulit dideteksi dari luar.  
4. Bullying elektronik; merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan 
pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, 
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internet, website, chatting room, e-mail, SMS dan sebagainya. Biasanya 
ditujukan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, 
gambar dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, 
menyakiti atau menyudutkan. Bullying jenis ini biasanya dilakukan oleh 
kelompok remaja yang telah memiliki pemahaman cukup baik terhadap 
sarana teknologi informasi dan media elektronik lainnya. 
Di antara beberapa jenis bully yang ada, Kota Bekasi saat ini 
mengalami bullying elektronik atau yang biasa disebut cyber bullying. 
Menghina, mengejek daerah dan infrastruktur yang ada dalam kota Bekasi 
melalui media sosial. Perilaku ini akan berdampak negatif pada citra Kota 
Bekasi. 
Media sosial yang digunakan untuk membully kota Bekasi 
diantaranya adalah twitter, instagram, facebook, path, dan youtube. Di media 
sosial tersebut banyak warga Indonesia yang mengolok-olok dan menghina 
Kota Bekasi baik itu posisi Kota Bekasi yang dianggap sangat jauh dari kota 
Jakarta karena kemacetnya ataupun soal infrastruktur didalamya.	  	  
Dari komponen tersebut terdapat capaian yang bertujuan untuk 
mengubah citra. Citra merupakan tujuan utama dari humas dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya. Citra terbentuk dari opini publik, dan 
opini publik akan menjadi kuat apabila opini tersebut didukung dengan 
beberapa opini dari kelompok lain. Dengan kata lain opini bisa dikatakan 
sebagai tindakan fenomena bully pada kasus Bully Bekasi, karena bully 
tersebut dapat dikatakan sebagai pendapat rakyat tentang realita yang terjadi 
	   11 
di Kota Bekasi. Hal tersebut dapat menjadi dasar bahwa bully tidak 
sepenuhnya negatif dan bukan sesuatu yang salah pada Negara demokrasi 
seperti Indonesia ini. Oleh sebab itu bully yang dapat dikatakan sebagai 
pendapat atau opini publik dapat pula dijadikan masukan oleh pemerintah 
Kota Bekasi sebagai kebijakan pemerintah untuk membentuk dan 
memperbaiki citra yang favorable bagi Kota Bekasi. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.1. Skema Kerangka Konseptual 
 
D. Definisi Operasional 
 
1. Humas 
Hubungan Masyarakat atau yang dikenal dengan sebutan humas 
mempunyai ruang lingkup kegiatan yang menyangkut banyak khalayak yang 
berkaitan dalam memberikan informasi kepada khalayak dan menyerap 
segala reaksi dari khalayak. Humas berfungsi sebagai jembatan untuk 
BULLY  
MEDIA SOSIAL 
1. Instagram 
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4. Youtube 
5. Path 
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1. Menilai Opini 
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KOTA BEKASI 
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membangun suasana yang sangat kondusif dalam rangka Win-win Solution 
Stake Holder, pada organisasi baik internal maupun eksternal dalam rangka 
membangun citra dari institusi pemerintah.  Humas sebagai juru bicara 
pemerintah, melakukan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah 
dengan masyarakat umum, dan organisasi kemasyarakatan juga untuk 
memperjelas suatu kegiatan pemerintah daerah dalam melakukan hubungan 
intern dengan satuan dan peliputan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh 
pemerintah maupun masyarakat. Dengan tujuan utama mementingkan dan 
memperhatikan kepentingan publik terlebih dahulu. 
2. Peran 
Peran adalah seperangkat tingkah laku yang sesuai dengan 
kedudukannya sehari-hari pada suatu sistem baik secara formal maupun 
informal yang mengandung hak dan kewajiban. Peran dipengaruhi oleh 
keadaan sosial berdasarkan status dan fungsi sosialnya baik dari dalam 
maupun dari luar dan bersifat stabil. 
3. Kota Bekasi  
Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang terdapat di provinsi Jawa 
Barat, Indonesia. Nama Bekasi berasal dari kata Bagasasi yang artinya sama 
dengan candrabaga yang tertulis dalam Prasasti Tugu, yaitu nama sungai 
yang melewati kota ini. Kota Bekasi sekarang berada dalam lingkungan 
megapolitan Jabodetabek dan menjadi kota besar ke empat di Indonesia. Saat 
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ini Kota Bekasi berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra 
industri Indonesia. 
4. Bully 
Bully adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan 
dominan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu 
anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Jenis bullying yang 
dimaksud dalam penelitian ini adalah cyber bullying. 
5. Media Sosial  
Media Sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. 
Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah 
komunikasi menjadi dialog interaktif. Media sosial tidak hanya dimanfaatkan 
untuk berbagi informasi dan inspirasi, tapi juga ekspresi diri (self expression), 
"pencitraan diri" (personal branding), dan ajang "curhat" bahkan keluh-kesah 
dan sumpah-serapah. Berikut beberapa jenis media sosial; Facebook, twitter, 
instagram, path. 
6. Citra  
Citra merupakan hasil evaluasi berdasarkan persepsi dan pemahaman 
terhadapat gambaran yang telah diolah dan diorganisasikan dalam benak 
seseorang. Citra dapat diukur melalui pendapat, kesan dan respon dengan 
tujuan untuk mengetahui secara pasti apa yang ada dalam pikiran seseorang 
terhadap suatu objek. Setiap individu dapat melihat suatu objek secara 
berbeda tergantung persepsi yang ada mengenai objek tersebut. 
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7. Opini publik  
Opini Publik adalah penilaian sosial (social judgment) mengenai 
sesuatu hal penting yang timbul dari pertukaran fikiran daripada interaksi 
antara individu-individu dengan sadar di dalam masyarakat demokratis. Opini 
publik tidak selalu bersifat rasional tapi sering kali bersifat subjektif yang 
berdasarkan fakta, emosi, sentimen, harapan, keyakinan, background 
kebudayaan, agama, dan pengalaman. 
 
E. Metode Penelitian 
 
1. Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih dua bulan, terhitung mulai 
bulan Februari sampai April 2015 dan memilih lokasi penelitian di Kantor 
Pemerintahan Kota Bekasi, Jawa Barat. 
2. Tipe penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe deskriptif kualitatif, 
dimana peneliti berusaha memberikan gambaran tentang bagaimana peran 
humas pemerintah Kota Bekasi dalam mengatasi masalah bully Kota Bekasi 
di media sosial.  
3. Informan 
Dalam menentukan informan, penulis menggunakan teknik purposive 
sampling yaitu sampling dengan memilih informan yang dianggap layak 
dalam pemberian data. Dalam penelitian ini penulis memilih informan yakni 
	   15 
2 pejabat permerintah Kota Bekasi, 1 staf humas Kota Bekasi, 3 warga Kota, 
dan 1 admin penyebar bully Bekasi dengan kriteria sebagai berikut : 
1. Dua pejabat pemerintah dan staf humas Kota Bekasi, terdiri dari: 
a. Dr. H. Rahmat Effendi – Walikota Bekasi 
b. Dr. H. Muhammad Jufri, SH. MH – Kepala Bagian Humas 
c. Nugroho b. Kusumo, AMd – Staf Pelaksana Humas 
2. Tiga warga Kota Bekasi  
a. Aktif di Media Sosial 
b. Mengetahui bully Bekasi 
c. Berperan menghadapi bully Bekasi 
3. Satu admin penyebar bully Bekasi 
a. Aktif di Media Sosial 
b. Pembuat atau penyebar bully Bekasi di media sosial 
 
4. Objek Penelitian 
Gambar (foto atau meme) dan video yang memiliki unsur 
memojokkan atau mengintimidasi Kota Bekasi yang sifatnya negatif maupun 
positif. Tersebar di media sosial (instagram, facebook, twitter, youtube, path) 
dan termasuk dalam peringkat tertinggi dengan melihat jumlah like, retweet, 
dan share terbanyak pada masing-masing media sosial. 
 
5. Teknik Pengumpulan  
Untuk memperoleh data sebagai penunjang utama dalam penulisan 
ini, maka metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:  
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a. Data primer penelitian lapang (field research) 
Penelitian langsung terhadap objek untuk mengumpulkan informasi 
atau data sebanyak mungkin yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
Dalam studi lapang ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui : 
i. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 
langsung terhadap objek yang diteliti.  
ii. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan pedoman wawancara yang dilakukan secara 
mendalam kepada responden atau informan menyangkut hal-hal 
yang berhubungan dengan masalah yang akan diketahuI.  
b. Data sekunder Studi pustaka (library research)  
Penelitian yang dilakukan dengan mengkaji beberapa literatur yang 
erat hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas. 
6. Teknik Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan teknik 
pengolahan data dan analisa yang dilakukan secara bersamaan pada proses 
penelitian dalam bentuk narasi realism. Analisis data dilakukan sejak sebelum 
memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan.  
Analisis Data sebelum di Lapangan dapat berupa analisis terhadap 
data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan digunakan untuk 
menentukan fokus penelitian.  Selain itu, pemahaman awal akan objek 
penelitian dianggap perlu agar nantinya dalam selama di lapangan, peneliti 
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tidak mengalami kebingungan. 
Analisis Data Lapangan yang digunakan yaitu Model Miles dan 
Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam 
analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 
terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu : 
a. Pengumpulan data. Pada tahap ini seluruh data yang sudah diperoleh 
selama dokumentasi dan indepth interview dilapangan dikumpulkan 
menurut klasifikasi masing-masing. Bila jawaban yang diwawancarai 
setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan 
melanjutkan pertanyaan lagi, sampai diperoleh data yang kredibel. 
b. Data reduction (Reduksi Data). Semakin lama peneliti berada dilapangan, 
maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu 
perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data 
berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-
hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 
memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 
melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. 
c. Data display (Penyajian Data). Langkah selanjutnya ialah mendisplaykan 
data. Dengan mendisplaykan data akan memudahkan untuk memahami 
apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya. Mendisplay data selain 
dengan teks deksriptif, juga dapat berupa grafik, matrik, bagan, tabel dan 
sejenisnya yang mengarah pada masalah yang diteliti. 
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d. Conclusion Drawing/Verification. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 
merupakan tahap akhir dari analisis data. Jika kesimpulan yang didasarkan 
pada tahap sebelumnya didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 
konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan 
yang kredibel. 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM LOKASI 
 
A. Sejarah Kota Bekasi 
Dayeuh Sundasembawa atau Jayagiri, itulah sebutan Bekasi tempo 
dulu sebagai Ibukota Kerajaan Tarumanagara (358-669). Luas Kerajaan ini 
mencakup wilayah Bekasi, Sunda Kelapa, Depok, Cibinong, Bogor hingga ke 
wilayah Sungai Cimanuk di Indramayu. Menurut para ahli sejarah dan 
fisiologi, letak Dayeuh Sundasembawa atau Jayagiri sebagai Ibukota 
Tarumanagara adalah di wilayah Bekasi sekarang. Dayeuh Sundasembawa 
inilah daerah asal Maharaja Tarusbawa (669-723 M) pendiri Kerajaan Sunda 
dan seterusnya menurunkan Raja-Raja Sunda sampai generasi ke-40 yaitu 
Ratu Ragumulya (1567-1579 M) Raja Kerajaan Sunda (disebut pula Kerajaan 
Pajajaran) yang terakhir. 
Wilayah Bekasi tercatat sebagai daerah yang banyak memberi 
informasi tentang keberadaan Tatar Sunda pada masa lampau. Diantaranya 
dengan ditemukannya empat prasasti yang dikenal dengan nama Prasasti 
Kebantenan. Keempat prasasti ini merupakan keputusan (piteket) dari Sri 
Baduga Maharaja (Prabu Siliwangi, Jayadewa 1482-1521 M) yang ditulis 
dalam lima lembar lempeng tembaga. Sejak abad ke-5 Masehi pada masa 
Kerajaan Tarumanagara abad ke-8 Kerajaan Galuh, dan Kerajaan Pajajaran 
pada abad ke 14, Bekasi menjadi wilayah kekuasaan karena merupakan salah 
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satu daerah strategis, yakni sebagai penghubung antara pelabuhan 
Sunda Kelapa (Jakarta). 
 
a. Sejarah Sebelum Tahun 1949 
Kota Bekasi ternyata mempunyai sejarah yang sangat panjang dan 
penuh dinamika. Ini dapat dibuktikan perkembangannya dari zaman ke 
zaman, sejak jaman Hindia Belanda, pundudukan militer Jepang, perang 
kemerdekaan dan zaman Republik Indonesia. Di zaman Hindia Belanda, 
Bekasi masih merupakan Kewedanaan (District), termasuk Regenschap 
(Kabupaten) Meester Cornelis. Saat itu kehidupan masyarakatnya masih di 
kuasai oleh para tuan tanah keturunan Cina. 
Kondisi ini terus berlanjut sampai pendudukan militer Jepang. 
Pendudukan militer Jepang turut mengubah kondisi masyarakat saat itu. 
Jepang melaksanakan Japanisasi di semua sektor kehidupan. Nama Batavia 
diganti dengan nama Jakarta. Regenschap Meester Cornelis menjadi KEN 
Jatinegara yang wilayahnya meliputi Gun Cikarang, Gun Kebayoran dan Gun 
Matraman.Setelah proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, 
struktur pemerintahan kembali berubah, nama Ken menjadi Kabupaten, Gun 
menjadi Kewedanaan, Son menjadi Kecamatan dan Kun menjadi 
Desa/Kelurahan. Saat itu Ibu Kota Kabupaten Jatinegara selalu berubah-ubah, 
mula-mula di Tambun, lalu ke Cikarang, kemudian ke Bojong (Kedung 
Gede). 
Pada waktu itu Bupati Kabupaten Jatinegara adalah Bapak Rubaya 
Suryanaatamirharja. Tidak lama setelah pendudukan Belanda, Kabupaten 
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Jatinegara dihapus, kedudukannya dikembalikan seperti zaman Regenschap 
Meester Cornelis menjadi Kewedanaan. Kewedanaan Bekasi masuk kedalam 
wilayah Batavia En Omelanden. Batas Bulak Kapal ke Timur termasuk 
wilayah negara Pasundan di bawah Kabupaten Kerawang, sedangkan sebelah 
Barat Bulak Kapal termasuk wilayah negara Federal sesuai Staatsblad Van 
Nederlandsch Indie 1948 No. 178 Negara Pasundan. 
 
b. Sejarah Tahun 1949 sampai Terbentuknya Kota Bekasi 
Sejarah setelah tahun 1949, ditandai dengan aksi unjuk rasa sekitar 
40.000 rakyat Bekasi pada tanggal 17 Februari 1950 di alun-alun Bekasi. 
Hadir pada acara tersebut Bapak Mu’min sebagai Residen Militer Daerah V. 
Inti dari unjuk rasa tersebut adalah penyampaian pernyataan sikap sebagai 
berikut: Rakyat bekasi mengajukan usul kepada Pemerintah Pusat agar 
kabupaten Jatinegara diubah  menjadi Kabupaten Bekasi. Rakyat Bekasi tetap 
berdiri di belakang Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Dan berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1950 terbentuklah Kabupaten 
Bekasi, dengan wilayah terdiri dari 4 kewedanaan, 13 kecamatan (termasuk 
Kecamatan Cibarusah) dan 95 desa. Angka-angka tersebut secara simbolis 
diungkapkan dalam lambang Kabupaten Bekasi dengan motto 
"SWATANTRA WIBAWA MUKTI". 
Pada tahun 1960 kantor Kabupaten Bekasi berpindah dari Jatinegara 
ke kota Bekasi (jl. H Juanda). Kemudian pada tahun 1982, saat Bupati dijabat 
oleh Bapak H. Abdul Fatah Gedung Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi 
kembali dipindahkan ke Jl. A. Yani No.1 Bekasi. Pasalnya perkembangan 
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Kecamatan Bekasi menuntut dimekarkannya Kecamatan Bekasi menjadi 
Kota Administratif Bekasi yang terdiri atas 4 kecamatan berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1981, yaitu Kecamatan Bekasi Timur, 
Bekasi Selatan, Bekasi Barat dan Bekasi Utara, yang seluruhnya menjadi 18 
kelurahan dan 8 desa. 
Peresmian Kota Administratif Bekasi dilakukan oleh Menteri Dalam 
Negeri pada tanggal 20 April 1982, dengan walikota pertama dijabat oleh 
Bapak H. Soedjono (1982 – 1988). Tahun 1988 Walikota Bekasi dijabat oleh 
Bapak Drs. Andi Sukardi hingga tahun 1991 (1988 - 1991, kemudian diganti 
oleh Bapak Drs. H. Khailani AR hingga tahun (1991 – 1997)   
Pada Perkembangannya Kota Administratif Bekasi terus bergerak 
dengan cepat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang cukup 
tinggi dan roda perekonomian yang semakin bergairah. Sehingga status Kotif. 
Bekasi pun kembali ditingkatkan menjadi Kotamadya (sekarang "Kota") 
melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 Menjabat Walikotamadya 
Kepala Daerah Tingkat II Bekasi saat itu adalah Bapak Drs. H. Khailani AR, 
selama satu tahun (1997-1998). 
Selanjutnya berdasarkan hasil pemilihan terhitung mulai tanggal 23 
Pebruari 1998 Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi definitif 
dijabat oleh Bapak Drs. H Nonon Sonthanie (1998-2003). Setelah pemilihan 
umum berlangsung terpilihlah Walikota dan Wakil Walikota Bekasi yaitu : 
Akhmad Zurfaih dan Moechtar Muhammad (periode 2003 - 2008). 
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A. Lambang Daerah Kota Bekasi 
Melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor : 01 Tahun 1998 
disahkanlah lambang daerah Kota Bekasi. Lambang tersebut berbentuk perisai 
dengan warna dasar hijau muda dan biru langit yang berarti harapan masa 
depan dan keluasan wawasan serta jernih pikiran. Sesanti " KOTA PATRIOT " 
artinya adalah semangat pengabdian dalam perjuangan bangsa. 
Gambar 3.1. Lambang Daerah Kota Bekasi 
  (Sumber: www.bekasikota.go.id, 03 Maret 2015) 
 
Di dalam Lambang Daerah tersebut terdapat lukisan-lukisan yang merupakan 
unsur-unsur sebagai berikut : 
i. Bambu runcing berujung lima yang berdiri tegak dengan kokoh 
mempunyai 2 (dua) makna : 
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a) Melambangkan hubungan vertikal Mahluk dengan Khaliknya 
(Manusia dengan Tuhannya) yang mencerminkan masyarakat 
Bekasi yang religius. 
b) Melambangkan semangat patriotisme rakyat Bekasi dalam 
merebut dan mempertahankan kemerdekaan Bangsa dan Negara 
yang tidak kenal menyerah sehingga Bekasi menyandang predikat 
sebagai Kota Patriot. 
ii. Perisai segi lima melambangkan ketahanan fisik dan mental 
masyarakat Bekasi dalam menghadapi segala macam ancaman, 
gangguan, halangan dan tantangan yang datang dari manapun juga 
terhadap kelangsungan hidup Bangsa dan Negara Republik Indonesia 
yang berdasarkan Pancasila. 
iii. Segi empat melambangkan Prasasti Perjuangan Kerawang Bekasi. 
iv. Pilar Batas Wilayah. 
v. Padi dan Buah-buahan melambangkan jumlah Kecamatan dan 
Kelurahan / Desa pada saat membentuk Kota Bekasi. 
a) Buah-buahan berjumlah 7 (tujuh) besar dan 1 (satu) kecil 
melambangkan 7 Kecamatan ; Pondok Gede, Jati Asih, Bantar 
Gebang, Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Bekasi Barat dan Bekasi 
Utara serta 1 Kecamatan Pembantu ; Jati Sampurna. 
b) Padi berjumlah 50 (lima puluh) butir melambangkan 50 
Kelurahan / Desa. 
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vi. Tali Simpul berjumlah 10 (sepuluh) yang mengikat ujung tangkai padi 
dan buah-buahan melambangkan tanggal Hari Jadi, 3 (tiga) buah 
Anak Tangga penyangga Bambu Runcing melambangkan bulan Hari 
Jadi Kota Bekasi. 
vii. Dua baris Gelombang Laut atau Riak Air melambangkan dinamika 
Masyarakat dan Pemerintah Daerah yang tidak akan pernah berhenti 
membangun Daerah dan Bangsanya. 
Sedangkan warna-warna dalam lambang daerah Kota Bekasi mengandung 
makna sebagai berikut : 
a) Kuning   : Kemuliaan dan menunjukkan daerah Pemukiman. 
b) Biru Langit  : Keluasan wawasan dan kejernihan pikiran serta 
menunjukkan zona Industri. 
c) Putih   : Kesucian perjuangan. 
d) Merah  : Keberanian untuk berkorban serta menunjukkan 
daerah Pertanian dan Hortikultura. 
e) Hijau Muda : Harapan masa depan serta menunjukkan daerah 
Pertanian dan Hortikultura 
f) Hitam  : Ketegaran patriot sejati 
 
B. Visi dan Misi Kota Bekasi 
a) Visi Kota Bekasi 
“BEKASI MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN” 
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Visi tersebut memilik arti sebagai berikut : 
1) “Bekasi Maju” menggambarkan pembangunan Kota Bekasi dan 
kehidupan warga yang dinamis, inovatif dan kreatif yang didukung 
ketersediaan prasarana dan sarana sebagai bentuk perwujudan kota 
yang maju. 
2) “Bekasi Sejahtera” menggambarkan derajat kehidupan warga Kota 
Bekasi yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar 
pendidikan, kesehatan, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha, 
serta lingkungan fisik, sosial dan religius sebagai bentuk perwujudan 
masyarakat yang sejahtera. 
3) “Bekasi Ihsan” menggambarkan situasi terpelihara dan menguatnya 
nilai, sikap dan perilaku untuk berbuat baik dalam lingkup individu, 
keluarga dan masyarakat Kota Bekasi. Kedisiplinan, ketertiban sosial, 
keteladanan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tumbuh 
seiring dengan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik 
untuk mewujudkan kehidupan yang beradab. 
 
b) Misi Kota Bekasi 
 
1. Menyelenggarakan tata kelelola kepemerintahan yang baik 
Misi ini bermakna bahwa tata kelola kepemerintahan dalam 
mewujudkan Visi Kota Bekasi dilakukan melalui fungsi pengaturan, 
pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan, menempatkan 
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aparatur sebagai pamong praja yang menjunjung tinggi integritas terhadap 
amanah, tugas, dan tanggungjawab, berdasarkan 10 (sepuluh) prinsip Good 
Governance, yakni: (1) Partisipasi masyarakat; (2) Tegaknya supremasi 
hukum; (3) Transparansi; (4) Kesetaraan; (5) Daya tanggap kepada 
stakeholders; (6) Berorientasi pada visi; (7) Akuntabilitas: (8) Pengawasan; (9) 
Efektivitas dan efisiensi: (10) Profesionalisme. 
Pendekatan yang dilakukan untuk aktualisasi misi ini melalui 
penataan sistem, peningkatan kinerja dan penguatan integritas aparatur. 
2. Membangun Prasarana dan sarana yang serasi  dengan dinamika dan 
pertumbuhan kota 
Misi ini bermakna bahwa pembangunan prasarana diarahkan untuk 
terpenuhinya kelengkapan dasar fisik lingkungan kota bagi kehidupan yang 
layak, sehat, aman, dan nyaman; terpenuhinya sarana perkotaan untuk 
mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, 
dan ekonomi; dan terpenuhinya kelengkapan penunjang (utilitas) untuk 
pelayanan warga kota. Misi ini juga mengarahkan pembangunan prasarana dan 
sarana yang meningkat dan serasi, untuk memenuhi kehidupan warga kota 
yang dinamis, inovatif, dan kreatif, denqan memperhatikan prinsip 
pengelolaan, pengendalian, dan pelestarian lingkungan hidup, dalam 
mewujudkan kota yang maju, tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. 
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3. Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan, 
kesehatan, dan layanan sosial lainnya. 
Misi ini bermakna bahwa layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan 
sosial lainnya diarahkan untuk meningkatkan derajat kehidupan sosial 
masyarakat, seiring dengan terbangunnya kehidupan keluarga sejahtera, 
terkelolanya persoalan dan dampak sosial perkotaan, meningkatnya partisipasi 
perempuan dan peran serta pemuda dalam pembangunan, aktivitas olahraga, 
pendidikan, rekreasi, prestasi, serta aktualisasi budaya daerah sebagai fungsi 
sosial, normatif, dan apresiatif. 
4. Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil, 
dan menengah, peningkatan investasi, dan penciptaan iklim usaha yang 
kondusif. 
Misi ini bermakna bahwa upaya untuk meningkatkan perekonomian 
ditempuh melalui peningkatan kapasitas dan perluasan sektor usaha bagi 
pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKMJ) pengembangan industri 
kreatif, peningkatan daya tarik investasi, dan penciptaan iklim usaha yang 
kondusif, yang bermuara pada pembentukan lapangan kerja baru dan 
kesempatan berusaha, terbentuknya daya saing perekonomian kota, dan laju 
pertumbuhan ekonomi yang meningkat. 
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5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan 
damai. 
Misi ini bermakna bahwa dinamika pembangunan dan kehidupan 
warga Kota Bekasi harus diimbangi dengan upaya pengendalian terhadap 
potensi kerawanan sosial, gangguan ketertiban, penegakan perda, 
penanggulangan bencana, kesatuan dan ketahanan bangsa, kerukunan hidup 
dan umat beragama, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam 
kegiatan pembangunan. 
 
C. Kondisi Geografis Wilayah Kota Bekasi 
a. Luas Wilayah dan Letak Geografis Kota Bekasi 
Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 210,49 km2, dengan batas wilayah 
Kota Bekasi adalah: 
i. Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi 
ii. Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok 
iii. Sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta 
iv. Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi 
Letak geografis : 106o48’28’’ – 107o27’29’’ Bujur Timur dan 6o10’6’’ – 
6o30’6’’ Lintang Selatan. 
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b. Topografi Kota Bekasi 
Kondisi Topografi kota Bekasi dengan kemiringan antara 0 – 2°  dan 
terletak pada ketinggian antara 11 m – 81 m di atas permukaan air laut. 
i. Ketinggian >25 m : Kecamatan Medan Satria, Bekasi Utara, Bekasi 
Selatan, Bekasi Timur dan Pondok Gede 
ii. Ketinggian 25 – 100 m : Kecamatan Bantargebang, Pondok Melati, 
Jatiasih 
Wilayah dengan ketinggian dan kemiringan rendah yang 
menyebabkan daerah tersebut banyak genangan, terutama pada saat musim 
hujan yaitu: di Kecamatan Jatiasih, Bekasi Timur, Rawalumbu, Bekasi Selatan, 
Bekasi Barat, dan Kecamatan Pondok Melati. 
c. Geologi dan Jenis Tanah Kota Bekasi 
Struktur geologi wilayah Kota Bekasi didominasi oleh pleistocene 
volcanik facies namun terdapat dua kecamatan yang memiliki karakteristik 
struktur lainnya yaitu: 
i. Bekasi Utara  : Struktur Aluvium 
ii. Bekasi Timur  : Struktur Miocene Sedimentary Facies 
iii. Bekasi Selatan terdapat sumur gas JNG-A (106o 55’ 8,687” BT; 06o 
20’54,051”) dan Sumur JNGB (106o 55’ 21,155” BT; 06o 21’ 
10,498”) 
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d. Hidrologi dan klimatologi Kota Bekasi 
Kondisi hidrologi Kota Bekasi dibedakan menjadi dua: 
1. Air permukaan, mencakup kondisi air hujan yang mengalir ke sungai-
sungai. 
Wilayah Kota Bekasi dialiri 3 (tiga) sungai utama yaitu Sungai 
Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter, beserta anak-anak sungainya. 
Sungai Bekasi mempunyai hulu di Sungai Cikeas yang berasal dari gunung 
pada ketinggian kurang lebih 1.500 meter dari permukaan air. 
Air permukaan yang terdapat di wilayah Kota Bekasi meliputi 
sungai/kali Bekasi dan beberapa sungai/kali kecil serta saluran irigasi Tarum 
Barat yang selain digunakan untuk mengairi sawah juga merupakan sumber air 
baku bagi kebutuhan air minum wilayah Bekasi (kota dan kabupaten) dan 
wilayah DKI Jakarta. Kondisi air permukaan kali Bekasi saat ini tercemar oleh 
limbah industri yang terdapat di bagian selatan wilayah Kota Bekasi (industri 
di wilayah Kabupaten Bogor). 
2. Air tanah 
Kondisi air tanah di wilayah Kota Bekasi sebagian cukup potensial 
untuk digunakan sebagai sumber air bersih terutama di wilayah selatan Kota 
Bekasi, tetapi untuk daerah yang berada di sekitar TPA Bantargebang kondisi 
air tanahnya kemungkinan besar sudah tercemar. 
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Wilayah Kota Bekasi secara umum tergolong pada iklim kering 
dengan tingkat kelembaban yang rendah. Kondisi lingkungan sehari-hari 
sangat panas. Hal ini terlebih dipengaruhi oleh tata guna lahan yang meningkat 
terutama industri/perdagangan dan permukiman. Temperatur harian 
diperkirakan berkisar antara 24 – 33° C. 
e. Permukiman 
Jumlah Penduduk Kota Bekasi saat ini lebih dari 2,5 juta jiwa yang 
tersebar di 12 kecamatan, yaitu Kecamatan Pondok Gede, Jati Sampurna, Jati 
Asih, Bantar Gebang, Bekasi Timur, Rawa Lumbu, Bekasi Selatan, Bekasi 
Barat, Medan Satria, Bekasi Utara, Mustika Jaya, Pondok Melati. 
D. Pemerintahan Kota Bekasi 
Kantor pusat pemerintahan Kota Bekasi bertempat di Jl. A. Yani No.1 
Bekasi Selatan. Kota Bekasi saat ini dipimpin oleh Dr. H. Ramat Effendi 
sebagai Walikota dan H. Ahmad Syaikhu sebagai wakilnya dalam periode 
kepemerintahan tahun 2013-2018. Untuk menyukseskan visi dan misi 
kepemerintahannya, walikota memiliki lembaga dan staf bagian yang mampu 
menggambarkan mengenai tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya 
dimasing-masing bagian, berikut adalah bagan struktur organisasi pemerintah 
Kota Bekasi :  
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Gambar 3.2. Struktur Organisasi Pemerintah 
(Sumber: www.bekasikota.go.id, 03 Maret 2015) 
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E. Humas Pemerintah Kota Bekasi 
Humas Pemerintah Kota Bekasi merupakan salah satu bagian di 
Sekretariat  Pemerintah Kota Bekasi , yang terdiri atas tiga sub bagian. Yaitu: 
1) Sub Bagian Publikasi  
2) Sub Bagian Hub. Eksternal 
3) Sub Bagian Hub. Internal 
Adapun Struktur  Organisasi  Bagian  Humas Sekretariat  Daerah  Kota  
Bekasi sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.3. Struktur Organisasi Humas 
(Sumber: Profil Humas Kota Bekasi, 17 Maret 2015) 
Dr. H. Rahmat Effendi 
Walikota Bekasi 
Drs. H. Rayendra Sukarmadji, M.Si 
Sekretaris Daerah Kota Bekasi 
Widodo Indrijantoro, SH. MM 
Asisten Administrasi Umum 
Dr. H. Muhammad Jufri, SH. MH 
Kepala Bagian Humas 
Teti Handayani, S.IP 
Kasubag Eksternal 
M. Reward Aprial, S.TP, M.Si 
Kasubag Publikasi 
Suharni, SH 
Kasubag Internal 
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a. Visi dan Misi Humas Pemerintah Kota Bekasi 
“TRANSPARAN DALAM MEMBERIKAN INFORMASI” 
 
b. Tugas dan Fungsi Bagian Humas Setda Kota Bekasi 
Tugas dari bagian Humas Kota Bekasi terbagi menjadi dua yaitu; 
Tugas pokok dan Tugas teknis. Berikut adalah Tugas pokok dan tugas teknis 
dari humas pemerintah Kota Bekasi: 
i. Tugas Pokok 
 
 
 
            Gambar 3.4. Tugas Pokok Humas Kota Bekasi. 
ii. Tugas Teknis 
Tugas teknis dari bagian humas pemerintah Kota Bekasi, yaitu: 
1. Melaksanakan Penetapan kebijakan serta penyiapan dan penyajian 
hasil kegiatan publikasi dan dokumentasi dan pengolahan Media 
Centre Kota Bekasi. 
2. Melaksanakan penetapan kebijakan dan fasilitasi pelayanan hubungan 
internal terkait penyusunan data yang berkaitan dengan 
publikasi/pemberitaan, penerangan aktifitas dan reportase SKPD serta 
pengolahan SANTEL. 
MEDIA 
CENTER 
Pelayanan 
Informasi dan 
Komunikasi 
Publik 
Dokumentasi 
Kegiatan 
Kepala Daerah 
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3. Melaksanakan penetapan kebijakan dan fasilitas pelayanan hubungan 
external terkait naskah pemberitaan (press release) serta pemeliharaan 
jaringan mitra kerja pers.    
iii. Fungsi Humas  
Berikut adalah fungsi dari humas pemerintah Kota Bekasi: 
1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja bagian 
sesuai  dengan visi dan misi Daerah. 
2. Perumusan dan penyampaian bahan penetapan kebijakan/petunjuk 
teknis oleh Walikota dan lingkup tugasnya 
3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian 
dan kelompok jabatan Fungsional. 
4. Memberi pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait dilingkup 
tugasnya serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD 
terkait dalam rangka penyelenggaraan. 
5. Pelaksanaan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Daerah yang meliputi publikasi, hubungan internal, sandi 
dan telekomunikasi serta hubungan eksternal. 
6. Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan perangkat 
Daerah, lembaga/instansi, bagian lainnya terkait dalam rangka 
penyelenggaraan kegiatan Bagian. 
7. Pembinaan dan pengembangan karier pegawai lingkup Bagian. 
8. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan. 
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9. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Bagian sesuai 
ketentuan yang berlaku. 
10. Pemberian laopran pertanggungjawaban tugas Bagian kepada 
Walikota melalui Sekretaris Daerah dan Asisten terkait serta laporan 
kinerja Bagian sesuai ketentuan yang berlaku. 
11. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota. 
Kantor humas pemerintahan Kota Bekasi bertempat di Lantai 1 Gedung Baru 
Pusat Pemerintah Kota Bekasi, Jl. A. Yani No.1 Bekasi Selatan. 
 
 
 
 
Gambar 3.5. Kantor Pusat Pemerintah Kota Bekasi 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat 
disimpulkan bahwa: 
1) Peran dari Humas Pemerintah Kota Bekasi dalam menghadapi bully 
Bekasi telah berjalan cukup baik sesuai dengan peran dan fungsinya di 
kepemerintahan. Hal tersebut terlihat dari perannya yang menilai opini 
secara objektif, kemudian memberi saran dan nasihat kepada 
pimpinan untuk mengambil sikap dan keputusan dan memberi 
penerangan yang cukup objektif melalui beberapa media seperi media 
cetak, online (twitter, facebook, website) dan media televisi. 
2) Humas Pemerintah Kota Bekasi selama ini sudah berperan dengan 
cukup baik, namun belum terlalu berpengaruh dalam menghadapi dan 
mengatasi fenomena bully Bekasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan 
masih menempelnya citra negatif pada Kota Bekasi, hal tersebut 
dikarenakan masih kurang maksimalnya kegiatan humas dalam 
publikasi dan kurang adanya hubungan baik antara humas dengan pers 
dan media. Sehingga hal-hal positif yang bisa diangkat untuk 
mengharumkan nama Bekasi tidak maksimal terpublikasi, dan  masih 
tertutupi dengan image lama yang cenderung negatif dikarenakan efek 
dari bully Bekasi. 
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A. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis 
memberikan saran untuk perbaikan yang mungkin dapat bermanfaat bagi 
Humas Pemerintah Kota Bekasi yang berperan aktif dalam menghadapi bully 
Bekasi di media sosial. Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut: 
a. Pemerintah harus lebih terbuka dengan masyarakat dan yang 
terpenting adalah “How To Communicate” sehingga pemerintah dapat 
mengambil hati publik dan yang paling harus disadari adalah 
penduduk Indonesia sudah terbuka akan internet dan berani bersuara 
di media sosial dengan apapun yang publik rasakan. 
b. Dilihat dari semangat warga Bekasi untuk melawan bully Bekasi 
diharapkan menjadi suatu dorongngan bagi pihak humas Pemerintah 
Kota Bekasi untuk lebih memperbaiki kinerja dikedepannya. Seperti; 
Meningkatkan pelayanan publikasi ke masyarakat, humas harus lebih 
proaktif dalam memberitakan atau mempublikasikan setiap kegiatan 
yang ada dan lebih menjalin hubungan baik dengan pers dan media 
sehingga dapat lebih memaksimalkan fungsi media-media publisitas.  
 
